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ABSTRAK: - Untuk melaksanakan pengeluaran daerah agar berjalan lancar,
tertib, efisien dan efektif, perlu dilakukan perubahan pengaturan
kuasa pengguna anggaran, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan
bendahara pengeluaran pembantu pada satuan kerja perangkat
daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja
serta Kecamatan di Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun
2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32
Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No.
8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; PP
No. 38 Tahun 2016; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No.
13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No.
55 Tahun 2008; Permendagri 33 Tahun 2017; Perda No. 15 Tahun
2016; Perbup No. 18 Tahun 2014; Perbup No. 19 Tahun 2014,
Perbup No. 75 Tahun 2017; Perbup No. 74 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur
tentang Kepala SKPD selaku PA pada Setda, Setwan, Badan, Dinas
dan Satuan Polisi Pamong Praja dapat menunjuk Pejabat Struktural
Eselon II dan Kepala UPTD pada SKPD yang dipimpinnya sebagai
KPA. Camat selaku PA dapat menunjuk Sekcam sebagai KPA. Untuk
PPTK dapat ditunjuk dari Kepala Sub Bagian Bina Program dan
Keuangan, Kepala Sub Bagian dan dari unsur jabatan fungsional.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 4 April
2018
- Penunjukan PA/KPA diusulkan kepada Bupati melalui kepada
BPKAD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Lampiran 53 halaman



